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PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat 

sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang 

sama untuk tumbuh dan berkembang; 

b. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Convention 

on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak 

Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, 

negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif 

atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan 

terbaik bagi anak; 

c. bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang 

telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan 

tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin 

sesuai peraturan perundang-undangan; 

d. bahwa proses mengadili permohonan dispensasi kawin 

belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan 

perundang-undangan maka Mahkamah Agung dapat 
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mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi 

kelancaran penyelenggaraan peradilan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang 

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah, 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6401); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala 

Bentuk Diskiriminasi terhadap Wanita (Convention on The 

Elimination of All Forms of Discrimnination Against Women) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3277); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4958); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali 
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diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5077); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5078); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5882); 

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Convention on the Rights of the Child 

(Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57); 
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9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; 

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);  

11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN 

MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau 

belum pernah kawin menurut peraturan perundang-

undangan. 

2. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak 

yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah 

dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri. 

3. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya 

menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua 

terhadap anak. 

4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.  
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5. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh 

pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum 

berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. 

6. Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan 

yang harus dipertimbangkan untuk memastikan 

perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan 

hidup dan tumbuh kembang anak. 

7. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau 

organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki 

pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak 

dengan tujuan agar anak merasa aman dan nyaman 

dalam memberikan keterangan dan memahami akibat 

serta tanggungjawab dalam perkawinan. 

8. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, 

baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang 

memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta 

kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui 

pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik 

pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan 

dan penanganan masalah sosial anak. 

9. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang 

dididik dan dilatih secara profesional untuk 

melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan 

masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di 

lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup 

kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak. 

10. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah.  

11. Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. 

 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan 

asas: 


